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Abstract 
The purpose of the study is to determine and analyze the performance of State-Owned Asset 
in the form of property and building assets at Tadulako University and to determine strategies to 
improve the asset performance. Government Regulation Number 27 of 2014 on State / Local 
Property Management changes the paradigm on asset management from Asset Administrator to 
Asset Manager. The asset managementis not only focusing on asset recording, but also in 
increasing non-tax revenue from asset utilization, particularly for the Public Service Agency unit. 
Tadulako University indicates a vertical work under the Ministry of Technology and Higher 
Education Research acting as a Service Agency General with a large asset ownership of property 
and buildings in the region of Central Sulawesi. The study applies a qualitative research. The 
researcher interviewedthe members who are involved in the administration and the management of 
State-Owned Assetin Tadulako University.Analysis of the performance of State-Owned Asset is 
based on the physical condition of assets, asset functionality, asset utilization and asset financial 
performance. The result of the study shows that the performance of State-Owned in Tadulako 
University is not optimal,because there are some amounts of assets indamages condition and 
disputes;there are unutilized assets which indicate as idle assets; and the data in the State-Ownwe 
Asset Report are less appropriate with the real assets condition. The utilization of State-Owned 
Asset in the form of property and building asset is not implemented optimally and it is not in 
accordance with the regulation of State-Owned Asset Management. The strategiesto improve the 
performance of State-Owned Assetis establishing Asset Power Proxy Unit in each Faculty, 
preparing assets portfolio and asset utilization through the mechanism of Operational Cooperation 
and Management Cooperation in accordance with the Regulation of the Minister of Finance 
Number 136/PMK.05/2016. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (mencabut Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008) 
mengatur tentang pengelolaan asset 
pemerintah baik asset pemerintah pusat 
(Barang Milik Negara/BMN) maupun asset 
pemerintah daerah (Barang Milik 
Daerah/BMD). Dengan adanya paket 
Peraturan Pemerintah diatas, terdapat 
perubahan paradigma pengelolaan BMN/D 
dari asset administrator menjadi asset 
manager, diharapkan baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah dapat 
melaksanakan pengelolaan asset secara 
efektif dan efisien serta meningkatakan 
kinerja tata kelola asset Negara. 
Universitas Tadulako (UNTAD) 
merupakan salah satu satuan kerja instansi 
vertikal pusat yang berada dibawah 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, yang juga sebagai Badan Layanan 
Umum (BLU) di bidang pelayanan 
pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan 
pengelolaan BMN, UNTAD berada di 
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wilayah kerja Pengelola Barang Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu.Nilai neraca asset UNTAD 
cukup besar dan menempati urutan ketiga di 
dari 679 Satuan Kerja di wilayah Sulawesi 
Tengah, dengan nilai aset per 31 Desember 
2016 sebesar Rp1.041.663.862.807,00.  
Aset adalah suatu potensi yang dimiliki 
oleh individu atau suatu instansi yang 
memiliki nilai.Aset sangat identik dengan 
harta kekayaan yang dimiliki oleh individu 
atau organisasi yang mana harus dijaga dan 
dipelihara dengan baik. Apabila aset 
terpelihara dengan baik, maka nilai dari aset 
tersebut tidak akan mengalami penurunan 
dan untuk beberapa aset tertentu bisa 
ditingkatkan melalui optimasi secara efektif 
dan efisien. Sebelum dilakukannya optimasi 
suatu aset, langkah yang paling tepat adalah 
dengan mengevaluasi kinerja aset pada saat 
sekarang untuk mengetahui bagaimana 
kinerja dari aset tersebut apakah sudah baik 
atau belum, apakah perlu dilakukannya suatu 
optimasi atau tidak sehingga dengan evaluasi 
kinerja aset dapat diketahui berbagai tindakan 
yang perlu dilakukan berkenaan dengan 
optimalisasi aset. 
Kinerja atau performance adalah hasil 
yang dicapai dari sebuah atau serangkaian 
aktivitas maupun pekerjaan pada sebuah 
organisasi atau sebuah investasi selama 
jangka waktu tertentu.Dari pengertian kinerja 
tersebut dapat ditarik pengertian tentang 
kinerja aset yaitu suatu hasil yang dicapai 
dari sebuah aset selama jangka waktu tertentu 
dengan suatu pengukuran kinerja aset.  
Hasil dari laporan kinerja aset 
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan untuk mempertahankan aset, 
memperbarui, pemeliharaan atau keputusan 
untuk penghapusan dan penggantian atas aset 
tersebut. Informasi laporan kinerja aset juga 
digunakan sebagai penghubung dalam 
perencanaan penganggaran dan proses 
pengembangan strategi aset atau perencanaan 
aset. 
Entitas harus menyusun dan 
memelihara proses manajemen guna secara 
rutin memantau dan menilai aset-aset yang 
berada di bawah kendali mereka. Melindungi 
potensi pemberian pelayanan dan 
mengarahkan perhatian pada kesehatan dan 
keselamatan merupakan prioritas pada waktu 
pembuatan keputusan mengenaipenggunaan 
dan pemeliharaan aset.Merupakan hal yang 
sangat penting bahwa kinerja aset ditinjau 
ulang dan dievaluasi secara memadai guna 
meyakinkan bahwa hasil (outcomes) yang 
diharapkan telah tercapai. 
Evaluasi aset menurut Hariyono 
(2007:46) adalah kegiatan untuk menentukan 
apakah kinerja aset memadai untuk 
mendukung strategi penyediaan pelayanan 
yang telah ditentukan.Evaluasi program 
pelayanan mencakup evaluasi atas kinerja 
aset.Kinerja aset ditinjau ulang (review) 
secara rutin dengan pembanding praktik 
terbaik (best practice) untuk mengidentifikasi 
aset-aset yang kinerjanya buruk, atau 
membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk 
dimiliki atau dioperasikan.Aset-aset yang 
dipelihara secara tidak memadai dapat 
menimbulkan memungkinkan dilakukannya 
alih investasi dalam aset.Evaluasi hendaknya 
dapat menemukan aset-aset yang memiliki 
kapasitas berlebih, atau melebihi kebutuhan 
potensi risiko keamanan atau kesehatan, 
mengganggu pelayanan utama, atau 
menimbulkan pengeluaran tak terduga untuk 
perbaikan kerusakan. 
Seluruh aset yang saat ini sedang 
digunakan untuk memberikan pelayanan 
perlu diidentifikasi dan dibuatkan suatu 
daftar (register).Juga harus ditentukan 
seberapa efektif aset-aset tersebut 
mendukung kebutuhan pelayanan. Sebagai 
bagian dari proses evaluasi kinerja aset, 
adapun aspek-aspek yang perlu dianalisis 
antara lain kondisi fisik asset, fungsionalitas 
asset, utilisasi asset, serta kinerja finansial 
asset. 
Kondisi fisik asset,suatu aset harus 
dapat digunakan secara aman dan efektif.Hal 
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ini berarti bahwa aset perlu dipelihara agar 
berada dalam kondisi yang memadai untuk 
digunakan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dan memenuhi standar kesehatan 
dan keamanan yang relevan. Apabila aset 
tersebut tidak mengalami masalah, maka 
kemampuan aset untuk memberikan 
pelayanan akan sesuai dengan standar yang 
disyaratkan. 
Fungsionalitas Aset, menurut Hariyono 
(2007:66) merupakan ukuran efektivitas dari 
suatu aset dalam mendukung aktivitas yang 
akan dilakukan yaitu penggunaan asset sesuai 
tujuan yang telah ditetapkan serta efektivitas 
pelayanan yang diberikan terkait asset 
tersebut. 
Utilisasi aset merupakan ukuran 
seberapa intensif suatu aset digunakan untuk 
memenuhi tujuan pemberian pelayanan, 
sehubungan dengan potensi kapasitas aset. 
Penggunaan asset factual akan memberikan 
gambaran sejauh mana suatu asset berperan 
untuk mendukung tujuan organiasasi serta 
bagaimana langkah optimalisasi dan 
pemanfaatan dari masing-masing asset yang 
ada. 
Kinerja finansial dari suatu aset harus 
dievaluasi untuk menentukan apakah aset 
tersebut dapat memberikan pelayanan yang 
sehat secara ekonomis atau tidak. Untuk 
melakukan hal tersebut, entitas perlu untuk 
memantau dan menilai (Hariyono, 2007:67) 
Beban operasi (operating expenses) dan Arus 
kas saat ini dan proyeksinya, termasuk 
pengeluaran modal (capital expenditures) 
dari suatu asset. 
Dengan potensi jumlah asset UNTAD 
yang cukup besar serta adanya peraturan 
pemerintah sebagai regulator yang relatif 
dinamis terkait pengelolaan Barang Milik 
Negara, dengan mengacu pada metode 
analisis kinerja asset sebagaimana 
disampaikan oleh Hariyono, timbul 
pertanyaan apakah aset berupa tanah dan 
bangunanUNTAD selama ini telah berkinerja 
baik ataukah belum.Aset tanah dan bangunan 
tidak hanya dapat digunakan dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan semata. 
Apabila dikelola dengan baik, tanah dan 
bangunan memiliki potensi untuk dapat 
menambah pendapatan Negara melalui cara 
pemanfaatan BMN. UNTAD selaku Badan 
Layanan Umum yang notabene dituntut 
untuk bisa mandiri dalam memenuhi belanja 
operasional organisasi BLU perlu 
meningkatkan kinerja asset dalam rangka 
meningkatkan pendapatan BLU.Hal inilah 
yang menarik minat penulis untuk melakukan 
penelitian terhadap aset berupa tanah dan 
bangunan di lingkungan Universitas 
Tadulako. 
 
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga 
bulan yaitu Januari – Maret 2017.Lokasi 
Penelitian ini dilakukan pada Universitas 
Tadulako dan KPKNL Palu. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
dan dikumpulkan langsung dari 6 responden 
dan informan kunci di lapangan, melalui 
wawancara yang telah disiapkan sebelumnya 
serta melalui observasi di lapangan.Data 
sekunder didapat dengan menganalisis 
dokumentasi yang didapat dari Universitas 
Tadulako dan KPKNL Palu. 
Analisis deskriptif kualitatif digunakan 
untuk mengolah dan mengorganisasikan data 
hasil penelitian.Analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif melalui proses 
data reduction, data display, dan 
verification.Peneliti membuat kesimpulan 
berdasarkan data yang telah diproses melalui 
reduksi dan display data. Untuk menjawab 
rumusan permasalahan, penulis 
menggunakan analisis deskriptif dengan 
mendasarkan pada teori manajemen asset dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundangan 
yang menjadi regulasi pengelolaan asset 
pemerintah, sebagai berikut: 
- Analisis Kinerja BMN dari segi Kondisi 
Fisik Aset 
Analisis kinerja kondisi fisik asset 
dilakukan dengan membandingkan 
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kondisi asset existing yang digunakan 
untuk pelayanan dilapangan berdasarkan 
data Laporan BMN dengan standar 
kondisi asset untuk operasional pelayanan 
mengacu pada ketentuan peraturan 
perundangan di bidang pengelolaan 
BMN.Selain itu analisis juga dilakukan 
terhadap kesesuaian asset dilapangan yang 
digunakan untuk kegiatan operasional dan 
pelayanan dengan Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan (SBSK) berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
- Analisis Kinerja BMN dari segi 
Fungsionalitas Aset 
Analisis kinerja fungsionalitas asset 
dilakukan dengan melihat penggunaan 
asset riil dilapangan berdasarkan tugas dan 
fungsi organisasi UNTAD dengan 
mengacu pada peraturan perundangan 
dibidang pengelolaan BMN.Selain itu 
analisis juga dilakukan terhadap efektifitas 
penggunaan asset yang ada untuk kegiatan 
pelayanan sesuai tugas dan fungsi 
UNTAD. 
- Analisis Kinerja BMN dari segi Utilisasi 
Aset 
Analisis kinerja utilisasi asset dilakukan 
dengan melihat pemanfaatan asset 
(optimalisasi asset yang tidak digunakan 
untuk kegiatan tusi) yang telah dan/atau 
belum dilaksanakan dilapangan dengan 
mengacu pada peraturan perundangan 
dibidang pengelolaan BMN.Selain itu 
analisis juga dilakukan terhadap 
penggunaan asset faktual dilapangan 
secara keseluruhan. 
- Analisi Kinerja BMN dari segi Kinerja 
Finansial 
Analisis kinerja finansial asset dilakukan 
dengan membandingkan target PNBP dari 
pemanfaatan asset dengan realisasi PNBP 
yang dapat dicapai. Selain itu analisis juga 
dilakukan terhadap efisiensi belanja 
pemeliharaan asset/operating expense 
(Capital Expenditure) dengan Capital 
Income yang ada pada UNTAD. 
Analisis deskriptif kualitatif ini penulis 
gunakan untuk menggambarkan atau 
menginterpretasikan data atau informasi 
yang diperoleh dari wawancara, observasi 
lapangan dan dokumentasi. Dalam hal ini, 
hasil analisis menjelaskan suatu kondisi, 
proses, karakteristik dari suatu variabel, 
serta memberikan interprestasi dari data 
tersebut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berikut merupakan hasil penelitian 
mengenai Kinerja Barang Milik Negara 
berupa asset tanah dan bangunan pada Badan 
Layanan Umum Universitas 
Tadulako.Berdasarkan penelitian diperoleh 
data asset tanah dan bangunan per tanggal 31 
Januari 2016 sebagaimana data laporan 
tahunan Barang Milik Negara Universitas 
Tadulako.Barang Milik Negara berupa asset 
tanah yang ada di lingkungan Universitas 
Tadulako per tanggal 31 Desember 2016 
seluruhnya terdiri dari 17 (tujuh belas) 
bidang tanah dengan luas seluruhnya sebesar 
5.358.516 m², dengan nilai tanah seluruhnya 
sebesar Rp125.085.947.176,00 yang kategori 
penggunaannya meliputi tanah bangunan 
rumah Negara/mess, tanah kantor 
pemerintah, dan tanah fasilitas lainnya. 
Sedangkan Barang Milik Negara berupa asset 
bangunan yang ada di lingkungan Universitas 
Tadulako per tanggal 31 Desember 2016 
seluruhnya terdiri dari 350 (tiga ratus lima 
puluh) unit bangunan dengan luas seluruhnya 
sebesar 165.461 m², dengan nilai bangunan 
seluruhnya sebesar Rp526.289.071.789,00 
yang kategori penggunaannya meliputi 
bangunan gedung kantor, bangunan gedung 
tempat pendidikan, bangunan fasilitas 
lainnya, serta bangunan rumah Negara dan 
asrama. Rincian data asset tanah dan 
bangunan secara garis besar sebagai berikut : 
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Tabel 1.Data Barang Milik Negara UNTAD berupa Aset Tanah 
No Kategori Aset Tanah Jumlah Bidang Luas Tanah (m²) Nilai Tanah (Rp) 
1 Tanah bangunan rumah 
Negara/mess 
7 491.719 3.465.590.976,00 
2 Tanah kantor pemerintah 5 2.045.784 117.693.475.200,00 
3 Tanah fasilitas lainnya 5 2.821.013 3.926.881.000,00 
Jumlah 17 5.358.516 125.085.947.176,00 
Sumber: Data Primer dan Sekunder Setelah Diolah, 2017 
 
Tabel 2.Data Barang Milik Negara UNTAD berupa Aset Bangunan 
No Kategori Aset Bangunan Jumlah 
Bangunan 
Luas Bangunan 
(m²) 
Nilai Bangunan 
(Rp) 
1 Bangunan gedung kantor 81 51.329 168.385.287.163,00 
2 Bangunan gedung tempat 
pendidikan 
102 42.705 106.933.912.248,00 
3 Bangunan fasilitas lainnya 153 62.353 229.874.234.378,00 
4 Bangunan rumah Negara 
dan asrama 
14 9.074 21.095.638.000,00 
Jumlah 350 165.461 526.289.071.789,00 
Sumber: Data Primer dan Sekunder Setelah Diolah, 2017 
 
Kinerja Barang Milik Negara dari segi 
Kondisi Fisik Aset 
Berdasarkan hasil penelitian kinerja 
BMN berupa asset tanah dan bangunan dari 
segi kondisi fisik asset di lingkungan 
Universitas Tadulako dikategorikan belum 
optimal. Terkait dengan kinerja asset 
berdasarkan kondisi fisik asset ini terdapat 
dua hal yang dianalisis yaitu kondisi existing 
asset untuk pelayanan dan kesesuaian asset 
dengan Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan (SBSK) sebagaimana telah diatur 
dalam peraturan pemerintah dibidang 
pengelolaan Barang Milik Negara.  
Kondisi existing asset untuk pelayanan 
yang ada di Universitas Tadulako 
berdasarkan hasil penelitian belum 
seluruhnya mencerminkan kategori 3T (tertib 
administrasi, tertib fisik dan tertib hukum) 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
244/PMK.06/2012 jo. PMK Nomor 
52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 
Barang Milik Negara. 
Data administrasi Barang Milik Negara 
sebagaimana tercatata dalam laporan Barang 
Milik Negara pada aplikasi SIMAK-BMN 
seluruhnya tercatat dalam kondisi baik, 
sedangkan berdasarkan hasil penelitian asset 
dilapangan,terdapat asset bangunan yang 
kondisinya tidak terawat/rusak terutama asset 
bangunan yang berada diluar Kampus Untad 
Bumi Tadulako, yaitu asset yang berlokasi di 
Kampus Bumi Bahari dan Kampus Fakultas 
Pertanian di Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi, 
hal ini mengindikasikan kurang tertibnya 
proses administrasi pencatatan data 
BMNyang ada di lingkungan Universitas 
Tadulako. 
Pengamanan asset menjadi salah satu 
hal penting terkait kinerja dari sebuah aset 
baik pengamanan secara fisik maupun 
legalitas.Berdasarkan penelitian masih 
terdapat asset berupa tanah yang secara fisik 
tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh Untad 
karena masalah sengketa dengan pihak 
ketiga/oknum masyarakat, yaitu tanah yang 
berada di Jalan Watutela, Kel.Tondo, Kec. 
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Palu Barat, Kota Palu yang digunakan 
sebagai lokasi bisnisserta tempat tinggal semi 
permanen oleh oknum masyarakat. Selain itu 
permasalahan sengketa tanah juga terjadi 
terhadap tanah Untad yang berlokasi di Desa 
Palolo, Kabupaten Sigi, yang merupakan 
tanah kebun penelitian tanaman namunsecara 
fisik saat ini sebagian besar tanah tersebut 
telah dikuasai dan digunakan oleh pihak 
ketiga/oknum masyarakat setempat. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
pada pasal 9, ditegaskan bahwa perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Satuan Kerja serta kesediaan 
Barang Milik Negara yang ada dengan 
berpedoman pada Standar Barang, Standar 
Kebutuhan, dan Standar Harga yang 
ditetapkan oleh Pengelola Barang/Menteri 
Keuangan. Selanjutnya, lebih teknis 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 248/PMK.06/2012 tentang Standar 
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik 
Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, 
diatur mengenai standar luas minimum dan 
maksimum pengadaan tanah dan/atau 
bangunan bagi instansi pemerintah 
berdasarkan jumlah pejabat/pegawai serta 
jumlah stakeholder yang dilayani oleh 
instansi pemerintah. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian 
terkait kesesuaian asset tanah dan bangunan 
Untad dengan Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan, mencerminkan bahwa asset tanah 
Untad berindikasi berlebih dan berpotensi 
menjadi asset idle. Ketentuan standar luas 
tanah untuk bangunan perkantoran sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.06/2012, diatur bahwa Luas Tanah 
Maksimum adalah lima kali luas dasar 
bangunan dibagi dengan Koefisien dasar 
bangunan (KDB) dan memperhatikan 
Rencana Umum Tata Ruang setempat. 
Berdasarkan data tanah dan bangunan Untad, 
dengam mengacu pada peraturan tersebut, 
maka perhitungan luas tanah sesuai standar 
kebutuhan adalah sebesar 781.935 m², 
sedangkan luas tanah faktual yang dimiliki 
oleh Untad untuk bangunan saat ini 
seluruhnya seluas 1.785.476 m², sehingga ada 
indikasi tanah seluas ± 1.003.541 m² yang 
tidak terpakai atau terindikasi idle. 
Perhitungan standar luas bangunan 
perkantoran di lingkungan Universitas 
Tadulako dengan mengacu pada peraturan 
tersebut diatas, luas bangunan sesuai standar 
kebutuhan adalah sebesar 50.977,03 m², 
sedangkan luas bangunan faktual yang 
dimiliki oleh Untad untuk perkantoran dan 
pendidikan saat ini seluruhnya seluas 
51.329,00 m², sehingga ada indikasi 
bangunan seluas ± 351,97 m² yang tidak 
terpakai atau terindikasi idle. 
 
Kinerja Barang Milik Negara dari segi 
Fungsionalitas Aset  
Berdasarkan hasil penelitian kinerja 
BMN berupa asset tanah dan bangunan dari 
segi fungsionalitas asset di lingkungan 
Universitas Tadulako dikategorikan belum 
optimal.Terkait dengan kinerja asset 
berdasarkan fungsionalitas asset ini terdapat 
dua hal yang dianalisis yaitu penggunaan 
asset sesuai tugas dan fungsi dan efektifitas 
penggunaan asset untuk pelayanan. 
Penggunaan Barang Milik Negara 
sesuai tugas dan fungsi organisasi diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah, pada pasal 1ayat 11, 
ditegaskan bahwa Penggunaan Barang Milik 
Negara dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan 
Barang Milik Negara yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
Secara teknis dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 jo. 
PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 
Negara, pada pasal 3, diatur bahwa 
penggunaan Barang Milik Negara dibatasi 
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hanya untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga. 
Berdasarkan hasil penelitian, terkait 
dengan penggunaan BMN Untad berupa asset 
tanah dan bangunan diperoleh data bahwa 
dari asset tanah sebanyak 17 (tujuh belas) 
bidang tanah dengan luas seluruhnya sebesar 
5.358.516 m² dengan Nilai Perolehan 
seluruhnya sebesar Rp125.085.947.176,00 
(seratus dua puluh lima miliar delapan puluh 
lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh 
ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), 
terdapat 5 (lima) bidang tanah dengan luas 
seluruhnya sebesar 1.485.606 m² dengan 
Nilai Perolehan Seluruhnya sebesar Rp 
1.300.122.081,00 (satu miliar tiga ratus juta 
seratus dua puluh dua ribu delapan puluh satu 
rupiah) yang terindikasi bermasalah dan 
berpotensi sengketa atau bahkan sudah 
bersengketa dengan pihak ketiga, dan 
terdapat 4 (empat) bidang tanah dengan luas 
seluruhnya sebesar 90.459 m² dengan Nilai 
Perolehan seluruhnya sebesar Rp 
36.571.418.000,00 (tiga puluh enam miliar 
lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus 
delapan belas ribu rupiah) yang terindikasi 
dimanfaatkan dengan pihak ketiga, serta 
terdapat 8 (delapan) bidang tanah dengan 
luas seluruhnya sebesar 3.782.451 m² dengan 
Nilai Perolehan seluruhnya sebesar Rp 
87.214.407.095,00 (delapan puluh tujuh 
miliar dua ratus empat belas juta empat ratus 
tujuh ribu Sembilan puluh lima rupiah) yang 
digunaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 
Universitas Tadulako. 
Penggunaan asset berupa bangunan di 
Universitas Tadulako terdapat sebanyak 350 
(tiga ratus lima puluh) unit bangunan dengan 
luas seluruhnya sebesar 165.461 m² dengan 
Nilai Perolehan seluruhnya sebesar 
Rp526.289.071.789,00 (lima ratus dua puluh 
enam miliar dua ratus delapan puluh 
Sembilan juta tujuh puluh satu ribu tujuh 
ratus delapan puluh Sembilan rupiah). 
Selanjutnya dari 350 (tiga ratus lima puluh) 
unit bangunan tersebut, terdapat 298 (dua 
ratus sembilan puluh delapan) unit bangunan 
dengan luas seluruhnya sebesar 150.300 m² 
dengan Nilai Perolehan seluruhnya sebesar 
Rp.499.205.927.514,00 (empat ratus 
Sembilan puluh Sembilan miliar dua ratus 
lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu 
lima ratus empat belas rupiah) yang 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Universitas Tadulako, dan terdapat 50 
(lima puluh) unit bangunan dengan luas 
seluruhnya sebesar 10.488 m² dengan Nilai 
Perolehan seluruhnya sebesar Rp 
11.984.425.275,00 (sebelas miliar Sembilan 
ratus delapan puluh empat juta empat ratus 
dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh 
lima rupiah) yang terindikasi dimanfaatkan 
dengan pihak ketiga, serta terdapat 2 (dua) 
unit bangunan dengan luas seluruhnya 
sebesar 4.673 m² dengan Nilai Perolehan 
seluruhnya sebesar Rp 15.098.719.000,00 
(lima belas miliar Sembilan puluh delapan 
juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) 
yang berada dalam kondisi kosong dan 
terindikasi idle. 
Berdasarkan data tersebut diatas, dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat asset baik 
tanah dan bangunan yang tidak digunakan 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi karena 
masalah sengketa atau tidak digunakan untuk 
pelaksanaan tugas dan fungsi karena asset 
bangunan yang  memang tidak digunakan/ 
dimanfaatkan atau idle. 
Efektifitas penggunaan asset tanah dan 
bangunan Untad untuk pelayanan kepada 
stakeholder baik pengguna jasa internal 
maupun pengguna jasa eksternal berdasarkan 
penelitian sudah efektif. 
 
Kinerja Barang Milik Negara dari segi 
Utilisasi Aset  
Berdasarkan hasil penelitian kinerja 
BMN berupa asset tanah dan bangunan dari 
segi utilisasi asset di lingkungan Universitas 
Tadulako dikategorikan belum 
optimal.Terkait dengan kinerja asset 
berdasarkan fungsionalitas asset ini terdapat 
dua hal yang dianalisis yaitu penggunaan 
asset faktual dan pemanfaatan asset. 
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Penggunaan Barang Milik Negara 
sesuai tugas dan fungsi organisasi diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah, pada pasal 1ayat 11, 
ditegaskan bahwa Penggunaan Barang Milik 
Negara dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan 
Barang Milik Negara yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
Pada peraturan tersebut juga diatur mengenai 
asset yang belum atau tidak sedang 
digunakan untuk kegaiatan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi pelayanan. Sebagaimana 
dijelaskan pada pasal 22 ayat 2, ditegaskan 
bahwa Pengguna Barang Wajib menyerahkan 
Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan 
dalam penyelenggraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
(Menteri Keuangan c.q. DJKN c.q. KPKNL). 
Penggunaan faktual asset tanah dan 
bangunan Untad, berdasarkan penelitian 
diperoleh data bahwa untuk asset berupa 
tanah di lingkungan UNTAD terdapat asset 
tanah sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah 
dengan luas seluruhnya sebesar 5.358.516 
m². Dari seluruh asset tanah tersebut, terdapat 
asset tanah seluas 3.782.451 m² atau sebesar 
70,59% dari keseluruhan luas tanah, 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Untad. Selanjutnya terdapat asset 
tanah seluas 90.459 m² atau sebesar 1,69 % 
dari keseluruhan luas tanah Untad yang 
dimanfaatkan dengan pihak ketiga, serta 
terdapat tanah seluas 1.485.606 m² atau 
sebesar 27,72 % dari keseluruhan luas tanah 
yang tidak dapat digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun 
dimanfaatkan karena bersengketa dengan 
pihak ketiga. 
Penggunaan faktual untuk asset 
bangunan Untad, berdasarkan penelitian 
diperoleh data bahwa untuk asset berupa 
bangunan di lingkungan Untad terdapat asset 
bangunan sebanyak 350 (tiga ratus lima 
puluh) unit bangunan dengan luas seluruhnya 
sebesar 165.461 m². Dari seluruh asset 
bangunan tersebut, terdapat asset bangunan 
seluas 150.300 m² atau sebesar 90,84 % dari 
keseluruhan luas bangunan, digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Untad. 
Selanjutnya terdapat asset bangunan seluas 
10.488 m² atau sebesar 6,34 % dari 
keseluruhan luas bangunan Untad yang 
dimanfaatkan dengan pihak ketiga, serta 
terdapat bangunan seluas 4.673 m² atau 
sebesar 2,82 % dari keseluruhan luas 
bangunan yang tidak digunakan maupun 
dimanfaatkan sehingga berindikasi sebagai 
asset idle. 
Pemanfaatan Barang Milik Negara 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
pada pasal 1 ayat 10, dijelaskan bahwa 
pemanfaatan Barang Milik Negara 
merupakan pendayagunaan Barang Milik 
Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat daerah dan/atau optimalisasi 
Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. Selanjutnya 
pada pasal 26 ayat (1) butir b, ditegaskan 
bahwa Pemanfaatan barang Milik Negara/ 
Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang 
dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
Barang Milik Negara yang berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang. Teknis 
pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik 
Negara secara rinci diatus dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan 
Barang Milik Negara, pada pasal 6 
ditegaskan bahwa Menteri Keuangan selaku 
Pengelola Barang memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab untuk menetapkan dan 
memberikan persetujuan pemanfaatan Barang 
Milik Negara yang diusulkan oleh Pengguna 
Barang beserta menetapkan besaran nilai 
sewa dan formulasi tarif sewa sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
yang secara fungsional dilaksanakan oleh 
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. 
KPKNL. 
Pemanfaatan Barang Milik Negara 
yang dilaksanakan di Untad, berdasarkan 
hasil penelitian terdapat 12 (dua belas) 
perjanjian pemanfaatan asset sebagaimana 
dituangkan dalam dokumen pemanfaatan 
yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991, 
dengan nilai pemanfaatan seluruhnya sebesar 
Rp3.079.511.111,00. Pemanfaatan yang 
dilaksanakan dituangkan dalam beberapa 
bentuk antara lain pemanfaatan dengan 
instansi Pemerintah Pusat yang seharusnya 
mekanismenya Penggunaan Sementara, tetapi 
dituangkan dalam bentuk Kerja Sama 
Pemanfaatan, kemudian pemanfaatan dengan 
pihak Pemerintah daerah yang seharusnya 
dituangkan dalam bentuk Pinjam Pakai, 
namun dituangkan dalam bentuk Kerja Sama 
Pemanfaatan. Selanjutnya ada juga 
pemanfaatan dengan pihak Swasta untuk 
kegiatan bisnis yang dituangkan dalam 
bentuk sewa dan kerja sama pemanfaatan. 
Namun demikian terdapat juga pemanfaatan 
dengan pihak Swasta untuk kegiatan bisnis 
dengan bentuk pemanfaatannya berupa kerja 
sama pemanfaatan tanpa adanya biaya sewa, 
sebaliknya terdapat pemanfaatan dengan 
pihak Instansi Pemerintah Pusat namun 
bentuk pemanfaatannya berupa Sewa. 
Sehingga bentuk-bentuk pemanfaatan yang 
telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai 
dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik 
Negara khususnya Pemanfaatan. 
Berdasarkan Analisis terhadap 
mekanisme dan prosedur pemanfaatan yang 
telah dilaksanakan tersebut untuk seluruhnya 
belum ada yang memperoleh persetujuan 
pemanfaatan dari Pengelola Barang dalam 
hal ini oleh Menteri Keuangan c.q. DJKN 
c.q. KPKNL Palu.Sedangkan penetapan tarif 
sewa tersebut ditetapkan sendiri oleh pihak 
Untad, bukan ditetapkan oleh Penilai 
Pemerintah dimana sesuai ketentuan 
seharusnya dilakukan penilaian oleh Tim 
Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola 
Barang. 
Kinerja Barang Milik Negara dari segi 
Kinerja Finansial Aset  
Berdasarkan hasil penelitian kinerja 
BMN berupa asset tanah dan bangunan dari 
segi kinerja finansial asset di lingkungan 
Universitas Tadulako dikategorikan belum 
optimal. Terkait dengan kinerja asset 
berdasarkan kinerja finansial asset ini 
terdapat dua hal yang dianalisis yaitu 
pencapaian realisasi Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan asset 
dibandingkan dengan target PNBP dari 
pendapatan asset yang telah ditetapkan serta 
perbandingan antara operating 
expense/capital expenditure dengan capital 
income untuk melihat seberapa besar 
kontribusi asset dalam membiayai kebutuhan 
pemeliharaan asset itu sendiri.  
Pencapaian realisasi PNBP dari 
pemanfaatan asset di lingkungan Universitas 
Tadulako, berdasarkan hasil analisis data 
Laporan Keuangan Universitas Tadulako 
berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
untuk periode laporan tahun anggaran 2015 
dan tahun anggaran 2016, terkait dengan 
penetapan target maupun pencapaian realisasi 
PNBP yang terkait dengan pemanfaatan 
Barang Milik Negara berupa asset tanah dan 
bangunan diperoleh data bahwa untuk tahun 
anggaran 2015 target PNBP terkait 
pemanfaatan BMN (Pendapatan Jasa 
Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya) 
ditetapkan sebesar Rp1.222.000.000,00 
dengan realisasi capaian sebesar 
Rp1.258.532.474,00 dengan kata lain 
pencapaian realisasi target PNBP terkait 
pemanfaatan Barang Milik Negara dapat 
direalisasikan sebesar 102,98 % dari target 
yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk 
tahun anggaran 2016 target PNBP terkait 
pemanfaatan BMN (Pendapatan Jasa 
Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya) 
ditetapkan sebesar Rp 3.463.825.802,00 
dengan realisasi capaian sebesar Rp 
3.079.540.694,00 dengan kata lain 
pencapaian realisasi target PNBP terkait 
pemanfaatan Barang Milik Negara dapat 
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direalisasikan sebesar 88,90 % dari target 
yang telah ditetapkan. Sedangkan terkait 
penetapan target PNBP terkait pemanfaatan 
Barang Milik Negara sendiri dari tahun 2015 
ke tahun 2016 terdapat peningkatan target 
yang cukup signifikan yaitu dari target tahun 
2015 sebesar Rp1.222.000.000,00 menjadi 
sebesar Rp3.463.825.802,00, atau terdapat 
kenaikan target sebesar Rp2.241.825.802,00 
dengan kata lain target PNBP terkait 
pemanfaatan BMN pada tahun anggaran 
2016 meningkat sebesar 183,46 % dari target 
yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015. 
Perbandingan antara operating 
expense/capital expenditure dengan capital 
income, berdasarkan analisis data Laporan 
Keuangan Universitas Tadulako berupa 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta 
Laporan Operasional (LO) untuk periode 
laporan tahun anggaran 2015 dan tahun 
anggaran 2016, terkait dengan tingkat 
perbandingan antara biaya pemeliharaan 
asset dengan tingkat pendapatan PNBP yang 
berasal dari pemanfaatan Barang Milik 
Negara berupa asset tanah dan bangunan, 
diperoleh data bahwa untuk tahun anggaran 
2015 besarnya biaya pemeliharaan asset 
Untad sebesar Rp12.815.468.223,00 
sedangkan tingkat/besarnya pendapatan 
PNBP yang berasal dari pemanfaatan asset 
yang diperoleh sebesar Rp1.258.532.474,00 
dengan kata lain besarnya biaya yang 
dibutuhkan untuk pemeliharaan asset jauh 
lebih besar dibandingkan dengan besarnya 
pendapatan PNBP yang berasal dari 
pemanfaatan asset, dimana persentase jumlah 
pendapatan PNBP tersebut hanya sebesar 
9,82 % dari jumlah biaya pemeliharaan asset 
yang dibutuhkan/digunakan pada tahun 2015. 
Selanjutnya untuk tahun anggaran 2016 
besarnya biaya pemeliharaan asset Untad 
sebesar Rp11.597.615.486,00 sedangkan 
tingkat/besarnya pendapatan PNBP yang 
berasal dari pemanfaatan asset yang 
diperoleh sebesar Rp3.079.540.694,00 
dengan kata lain besarnya biaya yang 
dibutuhkan untuk pemeliharaan asset tahun 
2016 juga masih lebih besar dibandingkan 
dengan besarnya pendapatan PNBP yang 
berasal dari pemanfaatan asset pada tahun 
tersebut, dimana persentase jumlah 
pendapatan PNBP tersebut hanya sebesar 
26,55 % dari jumlah biaya pemeliharaan 
asset yang dibutuhkan/digunakan pada tahun 
2016. Namun demikian sesuai data Laporan 
Keuangan tersebut diatas untuk periode tahun 
anggaran 2016 terdapat kenaikan persentase 
perbandingan antara Capital Income dengan 
Capital Expenditure yang cukup signifikan 
dari tahun 2015 yaitu dari sebesar 9,28 % 
naik menjadi sebesar 26,55 %. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Kinerja Barang Milik Negara berupa aset 
tanah dan bangunan di lingkungan 
Universitas Tadulako selaku Badan 
Layanan Umum selama ini belum 
optimal, dimana masih terdapat banyak 
aset dengan kondisi rusak dan 
bersengketa serta masih terdapat aset 
berupa tanah yang tidak 
termanfaatkan/digunakan sehingga 
berindikasi aset idle, selain itu data 
kondisi aset dalam Laporan Barang Milik 
Negara kurang sesuai dengan kondisi 
aset real di lapangan. Kegiatan 
pemanfaatan Barang Milik Negara 
berupa aset tanah dan bangunan juga 
belum dilaksanakan secara optimal serta 
belum selaras dengan peraturan 
perundangan dibidang Pengelolaan 
Barang Milik Negara. 
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja 
Barang Milik Negara berupa aset tanah 
dan bangunan di lingkungan Universitas 
Tadulako terdapat beberapa strategi yang 
dapat diterapkan, diantaranya yaitu: 
a. Membentuk Unit Pembantu Kuasa 
Pengguna Barang (UPKPB) dalam 
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kaitannya penatausahaan BMN pada 
masing-masing Fakultas di lingkungan 
Universitas Tadulako. 
b. Menyusun portofolio Barang Milik 
Negara terutama terhadap aset strategis 
(aset tanah dan bangunan) yang ada di 
lingkungan Universitas Tadulako, guna 
memudahkan manajemen untuk 
mengambil kebijakan terkait 
pengelolaan aset. 
c. Dalam rangka meningkatkan PNBP, 
perlu dilaksanakan pemanfaatan aset 
melalui mekanisme KSO (Kerja Sama 
Operasional) dan KSM (Kerja Sama 
Manajemen) terhadap pemanfaatan 
aset dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Untad, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 136/ 
PMK.05/2016 tentang Pengelolaan 
Aset Pada Badan Layanan Umum. 
 
Rekomendasi 
1. Perlu dilakukan kegiatan inventarisasi aset 
terutama aset tanah dan bangunan sebagai 
data sumber penyusunan portofolio 
Barang Milik Negara serta sebagai dasar 
untuk melakukan updating data aset pada 
Laporan Barang Milik Negara melalui 
aplikasi SIMAK-BMN. 
2. Melakukan pendataan terhadap seluruh 
kegiatan pemanfaatan aset yang sedang 
dilaksanakan dan melakukan klasifikasi 
terkait pemanfaatan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi Untad serta 
pemanfaatan aset diluar pelaksanaan tugas 
dan fungsi Untad. 
3. Menentukan dan melaksanakan 
mekanisme pemanfaatan aset tanah dan 
bangunan yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 
tentang Pengelolaan Aset Pada Badan 
Layanan Umum dengan mekanisme Kerja 
Sama Operasional (KSO) atau Kerja Sama 
Manajemen (KSM). Sedangkan untuk 
pemanfaatan diluar pelaksanaan tugas dan 
fungsi dengan mekanisme Sewa atau 
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata 
Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara. 
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